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PUTUSAN 

Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Plp 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara 

pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak 

ada, tempat kediaman Kota Palopo, sebagai Penggugat.  

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Umar Kaso, 

S.H. dan Harianti Ali Hasan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum 

dari Kantor Hukum “Umar-Kaso & rekan” yang berkantor di 

Jalan Andi Mappanyompa, No. 10, Kota Palopo, berdasarkan 

surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, yang telah di daftar 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 

43/P/SKH/2019/PA.Plp pada tanggal 8 Juli 2019. 

Melawan  

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak 

ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai  Tergugat. 

Pengadilan Agama tersebut. 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka 

sidang. 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 

Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada 

hari itu juga, dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1.  Bahwa, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 Miladiah bertepatan 

dengan 29 Muharrom 1438. Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan  pernikahan di BTN Hartaco Blok 1 H No. 06, RT 002 

RW 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, 

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/020/X/2016 

tertanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Timur, Kota 

Palopo;   

2.  Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrak di 

Sorowako, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugagat 

pindah dan bertempat kediaman di BTN Hartaco Blok 1 H No. 06, RT 

002 RW 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, 

selama 1 tahun;   

3.  Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan layaknya suami-istri tetapi belum dikaruniai anak;   

4.  Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula 

berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat 

dengan Tergugat sering muncul Perselisihan di sebabkan oleh: 

˗  Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat 

walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; 

˗  Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas; 

5.  Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai pada 

Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor Perkara 421/Pdt.G/2017 

namun dicabut karena penggugat dan tergugat rukun kembali; 

6.  Bahwa, pada bulan Oktober 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal 

tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga 

terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 

7 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan 

nafkah kepada Penggugat;  

7.  Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas 

Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia 

di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat 

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:  

Primer: 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);   

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum.  

Subsider: 

   Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya;   

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut tanggal 17 Juli 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di 

dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya 

tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. 

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya 

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang 

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Timur, Kota Palopo, Nomor 

0168/020/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah 

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan 

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;  

B.  Saksi 

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya 

sebagai berikut: 

˗  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Hj. 

Rahmatia, S. Sos binti Abd. Rahman Tirra karena saudara 

kandung saksi dan Tergugat bernama Tergugat adalah ipar saksi;  

˗  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;  

˗  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun 

lamanya dan bertempat tinggal di Sorowako selama 1 tahun dan 

di Palopo selama 1 tahun lamanya;  

˗  Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  

˗  Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah 

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  

˗  Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

terjadi sejak tahun 2017; 

˗  Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena Tergugat kasar dan ringan tangan terhadap 

Penggugat;  

˗  Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang 

persitiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

tersebut;  

˗  Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah 

memukul Penggugat, juga masalah pekerjaan karena Tergugat 

malas bekerja dan kalau diberitahu oleh Penggugat mencari kerja 

Tergugat marah dan memukul Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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˗  Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat 

bertengkar;  

˗  Bahwa tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya. 

˗  Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;  

˗  Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan 

Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;  

˗  Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak 

pernah lagi berkomunikasi; 

˗  Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak 

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat 

sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;  

˗  Bahwa tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena 

Penggugat tidak mau rukun lagi;  

2.  saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya 

sebagai berikut: 

˗ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Hj. 

Rahmatia, S. Sos binti Abd. Rahman Tirra karena saksi adalah 

ipar Penggugat;  

˗  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;  

˗  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 tahun 

lamanya dan bertempat tinggal di Sorowako selama 1 tahun dan 

di Palopo selama 1 tahun lamanya;  

˗  Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  

˗  Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah 

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  

˗  Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

terjadi sejak tahun 2017; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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˗  Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena Tergugat kasar dan ringan tangan terhadap 

Penggugat;  

˗  Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang 

persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

tersebut;  

˗  Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah 

memukul Penggugat, juga masalah pekerjaan karena Tergugat 

malas bekerja dan kalau diberitahu oleh Penggugat mencari kerja 

Tergugat marah dan memukul Penggugat; 

˗  Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;  

˗  Bahwa tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya. 

˗  Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;  

˗  Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan 

Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;  

˗  Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak 

pernah lagi berkomunikasi; 

˗  Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak 

pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat 

sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;  

˗  Bahwa tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena 

Penggugat tidak mau rukun lagi;  

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang 

isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini. 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

putusan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah terurai di atas. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara 

harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah 

hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, 

sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati 

Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan 

Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan 

dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan 

dalil pokok bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat 

sering muncul Perselisihan di sebabkan oleh Tergugat suka berkata kasar 

dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh 

persoalan-persoalan kecil, Tergugar suka marah tanpa alasan yang jelas dan 

pada bulan Oktober 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas 

lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi perpisahan 

tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya, dan 

selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada 

Penggugat;  

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat 

tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai 

maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan 

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya 

Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat berupa Fotokopi 

Kutipan Akta sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan 

mengikat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat 

suatu perkawinan yang sah menikah tanggal 31 Oktober 2016; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh 

Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan 

Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah 

mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu ipar Penggugat, kedua saksi 

tersebut cakap dan dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di 

bawah sumpahnya, oleh karena itu kedua saksi Penggugat tersebut telah 

memenuhi syarat formil alat bukti saksi; 

Menimbang, bahwa mengenai dalil sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat 

masing-masing menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat 

bertengkar disebabkan Tergugat kasar dan ringan tangan terhadap 

Penggugat dan Tergugat malas bekerja;  

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat dan Tergugat telah 

pisah tempat tinggal, kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat 

sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya dan selama itu 

tidak ada komunikasi dan nafkah dari Tergugat serta telah diupayakan untuk 

rukun namun tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta 

yang diketahui langsung oleh masing-masing saksi,oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

atur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut 

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 

diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut : 

˗   Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Tergugat kasar dan ringan tangan terhadap 

Penggugat dan Tergugat malas bekerja; 
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˗   Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 

berjalan 3 bulan lamanya dan selama itu tidak ada komunikasi, tidak ada 

nafkah dari Tergugat; 

˗   Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk rukun 

namun tidak berhasil. 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan 

Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka 

Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan 

pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk 

dirukunkan kembali; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas menunjukkan adanya 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meskipun  perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi pada 

kehidupan suami-istri yang sedang membangun mahligai rumah tangga, 

namun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi juga 

berakibat kepada ketidakharmonisan pasangan tersebut, apalagi kehidupan 

rumah tangga yang telah susah payah dibangun namun berikutnya selalu 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana faktanya berakibat dengan 

adanya keterpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah 

berjalan 7 bulan lamanya ini adalah sebagai bukti adanya perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena hingga saat 

ini antara Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal, dan selama 

pisah tidak ada upaya untuk memperbaiki lagi rumah tangganya dengan 

fakta bahwa selama itu Tergugat tidak ada komunikasi diantara keduanya 

maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai 

sekarang. 

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan 

telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk 
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rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada 

pendiriannya untuk bercerai. Begitupun ketidakhadiran Tergugat di 

persidangan, Majelis Hakim menilainya bahwa Tergugat sudah tidak ada 

kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut 

disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam 

membina rumah tangga. 

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan 

isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi 

apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan 

lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian 

tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah 

(brokendown marrige). Oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, 

mempertahankannya tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat 

dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan 

antara Penggugat dengan Tergugat patut untuk diputuskan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 162/Pdt. 

G/2019/PA Plp., Tergugat telah dipanggil, namun tidak pernah hadir di 

persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, 

sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., 

maka gugatan Penggugat patut dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat 

(verstek). 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk 

dapat rukun kembali membina rumah tangga, sehingga petitum gugatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Plp 

Penggugat pada angka (2) untuk dijatuhkan talak satu bain shughra 

Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan verstek. 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang  

perkawinan, maka berdasarkan  Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali 

perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini 

dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat segala ketentuan hukum syar’i serta perundang-undangan 

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. 

M E N G A D I L I 

1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3.  Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);  

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp606.000,00 ( enam ratus enam ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Miladiyah 

bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Azimar 

Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan 

Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh 

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu 

oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh 

Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota, 
 
 

Ttd 
 

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. 

Ketua Majelis, 
 
 

Ttd 
 

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. 
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Hakim Anggota,  
 
 

Ttd 
 

Hapsah, S.Ag., M.H. 

Panitera Pengganti, 
 
 

Ttd 
 

Dra. Nasrah Arif, S.H. 

 

Perincian biaya : 

1. Pendaftaran : Rp  30.000,00 

2. Proses : Rp  50.000,00 

3. Panggilan : Rp 490.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp  20.000,00 

5. Redaksi : Rp  10.000,00 

6. Meterai : Rp   6.000,00 

 J u m l a h  : Rp 606.000,00 

 (enam ratus enam ribu rupiah). 
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